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ABSTRAK 

Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
direvisi pada tahun 1945, untuk menghindari sentralisasi dan 
penyalahgunaan kekuasaan oleh organ-organ negara, maka 
diberlakukanlah pemisahan kekuasaan (separation of power) yang 
berbeda dengan pemisahan kekuasaan sebelumnya. Adapun 
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia dan bagaimana mekanisme pembentukan, 
pengaturan, dan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut 
dalam sistem ketatanegaraan. Metode Penelitian Hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan 
konseptual untuk menganalisis isu hukum yang relevan. 
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode kepustakaan, dengan tujuan untuk mendapatkan 
informasi lengkap tentang topik yang di analisis. Hasil analisis 
data dari berbagai sumber akan digunakan untuk mencari solusi 
atas masalah yang diteliti. 

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu 
membahas aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia dan mekanisme pembentukan, pengaturan, dan 
kewenangan dari lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan maka 
dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah 
Krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara juga 
merupakan salah satu indikator terbentuknya lembaga-lembaga 
negara yang mempunyai label mandiri yang kemudian justru 
menambah komplekitas persoalan. Hal ini perlu diupayakan 
penataan atau rekonstruksi yang diawali dari penataan grand 
desain kelembagaan negara dalam konstitusi melalui perubahan. 
Rekonstruksi atau penataan kembali lembaga-lembaga negara 
mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia akan terjalin 
suatu keharmonisan dan sinkronisasi antara lembaga-lembaga 
tersebut, penataan kembali yang didasarkan pada pengaturan 
perundang-undangan diharapkan tidak akan terjadi tumpang-
tindih. 
Kata Kunci: Ketatanegaraan;Lembaga;Konstitusi. 

 
 

ABSTRACT 
 After the Constitution of the Republic of Indonesia was revised 
in 1945, to avoid centralization and abuse of power by state organs, a 
separation of powers was implemented which was different from the 
previous separation of powers. The problem in this research is the 
institutional aspects of the Indonesian constitutional system and the 
mechanisms for the formation, regulation and authority of these 
institutions in the constitutional system. The legal research methods 
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used in this research are the statutory approach, factual approach and 
conceptual approach to analyze relevant legal issues. Meanwhile, the 
data collection method used is the library method, with the aim of 
obtaining complete information about the topic being analyzed. The 
results of data analysis from various sources will be used to find 
solutions to the problems studied. 
 Based on the problems in this research, namely discussing 
institutional aspects in the Indonesian constitutional system and the 
mechanisms for the formation, regulation and authority of 
constitutional system institutions, it can be concluded that the results 
of the research conducted are that the crisis of confidence in state 
administrators is also an indicator of the formation of institutions. 
countries that have an independent label which then actually adds to the 
complexity of the problem. It is necessary to strive for restructuring or 
reconstruction starting from structuring the grand design of state 
institutions in the constitution through amendments. Reconstruction or 
realignment of independent state institutions in Indonesia's 
constitutional structure will create harmony and synchronization 
between these institutions. It is hoped that the realignment will be based 
on statutory arrangements and there will be no overlap. 
Keywords: State Administration; Institutions; Constitution. 

 
 
A. PENDAHULUAN  

Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep 
negara hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (separation of power)kepada lembaga negara, 
dari yang sebelumnya pendistribusian kekuasaan (distribution of power).Tujuan utama dari 
pembagian kekuasaan tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Reformasi politik tahun 1998 
yang dilanjutkan dengan reformasi UUD 1945 tahun 1999 hingga tahun 2002, memberikan 
perubahan yang cukup besar terhadap ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga 
negara independen yang cukup banyak, merupakan sebuah fenomena yang terjadi pasca adanya 
amandemen UUD 1945. 

Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa MPR merupakan lembaga yang 
memegang kekuasaan superior dimana kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan MPR dan 
merupakan lembaga tertinggi negara.1 Pasca amandemen, kedudukan MPR setara dengan 
lembaga negara lainnya dan bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Hadirnya lembaga 
negara independen ini mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya 
perubahan sosial yang selama ini belum terakomodir oleh lembaga-lembaga yang sudah ada 
sebelumnya.2 Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu constitutional state 
organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ merupakan lembaga negara yang 
pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undang-undang, sementara state auxiliary 
organ merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-
undangan.3 

Berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan yaang digagas oleh Montesquie bahwa 
kekuasaan dalam suatu negara harus dipisahkan menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, 
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Pemisahan/pembagian kekuasaan ini bertujuan 
untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut dan otoriter yang disebabkan oleh 

 
1 Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara(Bandung: Refika Aditama, 2020), 56. 
2 Nurmawati, Hukum Kelembagaan Negara, hlm. 14 
3 Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih,“Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” 
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan1, no. 2 (2020): 138–39. 
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terpusatnya ketiga kekuasaan itu dalam satu tangan atau satu organ. Namun demikian, 
pemisahan/pembagian kekuasaan ini berpotensi menimbulkan absolutisme dan otoriterisme 
dalam bentuknya yang baru yaitu absolutisme dan otoriterisme institusi pada masing-masing 
kekuasaan tersebut. Untuk itu diperlukan mekanisme pendukung lain untuk mencegah hal 
tersebut yaitu melalui penerapan prinsip checks and balancesantara ketiga kekuasaan yang ada. 
Prinsip checks and balances ini menempatkan ketiga kekuasaan itu dalam posisi yang sederajat 
dan saling mengendalikan satu sama lain.4 

Pada tataran kelembagaan negara, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 
telah membawa perubahan yang fundamental. UUD 1945 memperkenalkan atau mengadakan 
lembaga Negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi 
Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi 
Lembaga Negara tertinggi 5 lembaga tertinggi Negara dan tidak lagi sebagai satu-satunya 
pelaksana kedaulatan rakyat yang sering dikenal dengan istilah supremasi MPR, namun MPR 
sudah menjadi lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga Negara yang lain menurut UUD 
1945 yang sama-sama juga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Kelembagaan Negara yang 
diatur dalam UUD 1945 ada yang nama dan kewenangannya disebut secara eksplisit misalnya 
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lainnya. 

Selain kelembagaan Negara seperti yang disebutkan di atas, masih banyak lagi lembaga 
negara yang lainnya baik menurut UUD 1945, undang-undang maupun menurut peraturan 
pelaksanaan yang lainnya.Keberadaan kelembagaan negara sebagaimana dikemukakan di atas 
dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam tataran praktek penyelenggaraan Negara 
terutama lembaga negara yang berada di tingkat pusat. Lembaga negara yang satu merasa lebih 
tinggi dan lebih berkuasa daripada lembaga negara yang lain, dan hal ini dapat menimbulkan 
ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini disebabkan salah satunya oleh 
kekaburan norma UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan 
lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karenanya perlu dilakukan pengkajian terhadap 
lembaga Negara yang memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lain terutama lembaga Negara 
yang berada di tingkat pusat yang berkedudukan sederajat. 

Selain itu, banyaknya lembaga negara yang ada di Indonesia, juga berdampak pula pada 
meningkatnya beban anggaran negara dan juga jumlah personil yang ada di pemerintahan tentu 
semakin banyak. Menurut Denny Indrayana, tidak jelasnya komisi negara di Indonesia 
dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang 
bagaimana seharusnya serta bagaimana sebaiknya komisi negara. Sehingga pada akhirnya, 
komisi negara hanya sebagai sebuah lembaga yang lahir karena reaktif responsif, bukan sebagai 
bentuk preventif solutif.6Adanya lembaga negara yang begitu banyak, tidak menjadikan problem 
kebangsaan berkurang, bahkan tugas dan fungsi yang yang mereka jalankan justru tumpang 
tindih.  

Melihat hal tersebut, dalam kurun waktu periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 
setidaknya ada puluhan lembaga negara yang sudah dibubarkan. Pembubaran lembaga negara 
tersebut dimulai pada awal periode menjabat tahun 2014 yakni membubarkan 10 lembaga, tahun 
2015 sebanyak 2 lembaga, tahun 2016 sebanyak 9 lembaga, tahun 2017 sebanyak 2 lembaga dan 
sisanya tidak disebutkan.7 Kemudian yang terbaru, pada tahun 2020 melalui Perpres No.112 
Tahun 2020 setidaknya membubarkan 10 lembaga negara.8 Pembubaran lembaga negara 
tersebut, merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perampingan 

 
4 Haeruman Jayadi, Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal 
Kompilasi Hukum Volume 7 No. 2, Desember 2022. Hlm. 243 
5Sri Soemantri M., Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 1983, hlm.49 
6 Alamsyah Bunyamin dan UU Nurul Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 1 (2013): 87 
7https://www.merdeka.com/uang/sejak-2014-presiden-jokowi-telah-bubarkan-37-lembaga-negara.html dikutip pada 5 april 
2024 
8https://news.detik.com/berita/d-5274940/kian-panjang-ini-daftar-lembaga-yang-dibubarkan-jokowi/2. dikutip pada 5 april 
2024 



CAUSA Jurnal	Hukum	dan	Kewarganegaraan	
Vol	7	No	10	Tahun	2024	

Prefix	doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461	
 

ISSN	3031-0369	
 
 
 

 

birokrasi serta sebagai bentuk efektivitas serta evisiensi lembaga negara agar dapat berjalan 
secara optimal. 

Di lAmerika lterjadi lperdebatan lsengit lantara lpara lcendekiawan lhukum lyang 
lmembedakan lfungsi ldari llembaga lnegera lindependen lsecara lformalitas latau 
lfungsionalitas. lMenurut lDeborah lN. lPearlstein, lpara lformalis lmenyelidiki ldengan 
lidentikasi lsecara lfundamental ldari lhakekat lfungsi-fungsi l“eksekutif” ldan l“legislatif”, 
lmeskipun lpenyelidikan lini lmenyiratkan lsuatu lkesulitan lmengenai lkeberadaan ldari 
lkekuatan lide-ide lpemerintahan lyang ldicetuskan loleh lPlato lyang lmungkin latau ltidak 
lmungkin lsejalur ldengan lbentuk-bentuk lumum ldari lpenyelenggaraan lnegara.9 lMereka 
lharus lmenghadapi lrealitas lmkehidupan ldi ldalam lnegara ldengan ladministrasi lmodern 
l(modern ladministrative lstate), ldimana ladanya lkepatuhan lyang lketat lterhadap lbagian- 
lbagian lkekuasaan lformal lyang lkemungkinan lberdampak lakan lterjadinya lbanyak 
lpembongkaran ldari lbadan-badan ldi lbawah lnaungan leksekutif ldalam lkehidupan lsehari-
hari lterlibat ldalam lpembuatan lundang-undang l(legilastif ldan leksekutif) ldan lfungsi 
lperadilan l(yudikatif).10Pada lwaktu lyang lsama, lefektifitas ldari lpara lfungsionalis lberjuang 
luntuk lmenyatukan lefisiensi lkepentingan-kepentingan ldan lkeefektifitasan luntuk lsatu 
lcabang ltertentu, ldengan lprinsip lpemisahaan lkekuasaan lsecara lmenyeluruh ldan ldapat 
lditegaskan ldisini lbahwa ltidak lada lsalah lsatu lcabang lpun lyang ldalam lmenjalankan 
lfungsinya ltanpa ldibatasi latau lmemerintah lsecara ltirani.11 

Denny lIndrayana ldalam ldisertasinya lyang lberjudul l“Indonesian lConstitution lReform 
l1999-2002 lAn lEvaluation lof lConstitutional-Making lin lTransition” lmengemukakan l2 l(dua) 
lelemen ldasar ldari lkonten ldemokrasi lkonstitusional, lyaitu ladanya lpemisahan lkekuasaan 
ldan lperlindungan lterhadap lHak lAsasi lManusia l(HAM), ldan lmenurutnya ltanpa ladanya 
lkedua lelemen ltersebut, lsebuah lkonstitusi lmenjadi la l“dead” lletter ldan ldapat lditolak 
ldalam lkehidupan lpolitik lsehari-hari. 5 lHal lsenada ljuga ldiungkapkan loleh lAdnan lB. 
lNasution lyang lmenegaskan lbahwa ldemokrasi lyang lbenar ladalah ldemokrasi ldari, loleh 
ldan luntuk lrakyat, loleh lkarena litu ldalam lmembentuk lsuatu lNegara lyang ldemokrasi 
lkonstitutional ldiperlukan l3 l(tiga) lkarakteristik lpenting, ldiantaranya: lPertama, lada 
lkemerdekaan lpolitik ldari lrakyat, lyang lmeliputi lkemerdakaan lberpikir, lberpendapat, 
lberkumpul, ldan lberorganisasi; lKedua, lada lpembatasan lkekuasaan. lArtinya lkekuasaan 
lpenyelenggara lnegara l(penguasa) lharus ldibatasi ldengan lberbagai lcara ldan lmekanisme 
lpembatasan, lchecks land lbalances ldan lkontrol; lKetiga, ladanya ljaminan lhak lasasi 
lmanusia.12 

Terjadinya lberbagai lkrisis lseperti lkrisis lkepercayaan lterhadap lpenyelenggara lnegara 
ljuga lmerupakan lsalah lsatu lindikator lterbentuknya llembaga-lembaga lnegara lyang 
lmempunyai llabel lmandiri lyang lkemudian ljustru lmenambah lkomplekitas lpersoalan. lHal 
lini lperlu ldiupayakan lpenataan latau lrekonstruksi lyang ldiawali ldari lpenataan lgrand 
ldesain lkelembagaan lnegara ldalam lkonstitusi lmelalui lperubahan. Membahas lmengenai 
lsistem lpemerintahan lmaka lerat ldengan ladanya lpembagian lkekuasaan lserta lhubungan 
latara llembaga lnegara lyang lmenjalankan lkekuasaan-kekuasaan lnegara litu. lDalam lrangka 
lmenyelenggarakan lkepentingan lrakyat lyaitu lmencapai lcita-cita lnasional lyang ltertuang 
ldalam lUndang-Undang lTahun l1945 lAlinea lIV lMemajukan lkesejahteraan lumum, 
lmencerdaskan lkehidupan lbangsa, ldan likut lmelaksanakan lketertiban ldunia lberdasarkan 
lkemerdakaan, lperdamaian labadi ldan lkeadilan lsosial. 

Lembaga lnegara ldalam lmenjalankan lkekuasaan-kekuasaan negara lperlu ldibatasi, lagar 
ltidak lsewenang-wenang, ltidak ltumpeng ltindih lkewenangan ldan ltidak lterjadi lpemusatan 
lkekuasaan lpada lsatu llembaga, lmaka lperlu ladanya lsuatu lpembagian latau lpemisahan 

 
9 lDeborah lN. lPearlstein, l“Form lAnd lFunction lIn lThe lNational lSecurity lConstitution”, lConnecticut lLaw lReview, lVol. 
l41, lNo. l5, lJuli l2009, lhlm. 1558-1559. 
10 lIbid. 
11 lIbid. 
12 lAdnan lBuyung lNasution, l2007, lArus lPemikiran lKonstitutionalisme lHak lAsasi lManusia ldan lDemokrasi, lKata 
lPenerbit, lJakarta, lhlm. l199. 
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lkekuasaan. lHal lini ltentutnya ldimaksudkan lsemata-mata luntuk lmenjamin lhak-hak lasasi 
lpara lmasyarakat lagar ltidak ldiperlakukan lsewenang-wenang loleh lpenguasa. lHal lini 
lsenada ldengan lungkapan ldari lLord lActon l“Power ltends lto lcorrupt, lbut labsolute lpower 
lcorrupts labsolutely” l(Manusia lyang lmempunyai lkekuasaan lcenderung lmenyalahgunakan, 
ltetapi lmanusia lyang lmempunyai lkekuasaan lmutlak lpasti lakan lmenyalahgunakannya. 
lPembagian latau lpemisahan lkekuasaan lsering ldi lkenal ldengan listilah l“Trias lPolitica”. 
lKonsep lTrias lPolitica lpertama lkali ldikemukakan loleh lMontesquieu l(Filsuf lPerancis l– 
l1748), ldi lmana listilah lTrias lPolitica lsendiri lberasal ldari lbahasa lYunani lyaitu l“Tri” lyang 
lberarti ltiga, l“As”lyang lberarti lporos/pusat, ldan l“Politica” lyang lberatti lkekuasaan.13 
lAdapun ldefinisi ldari lTrias lPolitica ladalah lsuatu lajaran lyang lmempunyai langgapan 
lbahwa lkekuasaan lnegara lterdiri ldari l3 l(tiga) lmacam lkekuasaan, lyaitu lLegislatif, 
lEksekutif ldan lYudikatif. lKekuasaan lLegislatif ladalah lkekuasaan lyang lmembuat lundang-
undang, lkekuasaan lEksekutif ladalah lkekuasaan lyang lmenjalankan lundang-undang, ldan 
lkekuasaan lYudikatif ladalah lkekuasaan lyang lmengadili latas lpelanggaran lterhadap 
lundang-undang.14 

Berdasarkan pada penjelasan penulis yang telah disampaikan diatas, maka hal tersebutlah 
yang melatar belakangi penulis untuk tertarik melanjutkan dalam bentuk penelitian hukum 
dengan judul “Analisis lYuridis lTentang lAspek lKelembagaan lDalam lSistem 
lKetatanegaraan lDi lIndonesia”. 

Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana Aspek Kelembagaan Dalam 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan Bagaimana Mekanisme Pembentukan, Pengaturan, dan 
Kewenangan dari Lembaga-Lembaga tersebut Dalam Sistem Ketatanegaraan. Tujuan dari 
Penelitian ini untuk mengetahui aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan 
Untuk mengetahui Mekanisme Pembentukan, Pengaturan, dan Kewenangan dari Lembaga-
Lembaga tersebut Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembang ilmu pengetahuan 
terutama dibidang Ilmu Hukum mengenai aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia serta Mekanisme Pembentukan, Pengaturan, dan Kewenangan dari Lembaga-
Lembaga tersebut Dalam Sistem Ketatanegaraan, sekaligus memenuhi syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan 

 
 

B. METODE PENELITIAN 
Dalam  lpenelitian  lini  lmetode  lyang  ldigunakan  luntuk  lmengumpulkan  ldata  lyaitu  

lmetode  kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan, buku referensi dan jurnal  lyang  lada  lhubungannya  ldengan  lmasalah  
lyang  ldipecahkan dan Analisis  ldata  lyang  ldigunakan  ldalam  lpenelitian  lini  lyaitu  lmetode  
lanalisis  ldata  l  ldeskriptif.  lMetode  lanalisis  ldata  ldeskriptif  ladalah  lpendekatan  lyang  
ldigunakan  luntuk  lmenggambarkan  ldan  lmerangkum  ldata  lyang  ldikumpulkan  ldalam  
lpenelitian.  lTujuannya  ladalah  luntuk  lmenyederhanakan  ldata  lsehingga  ldapat  
lmemberikan  lgambaran  lyang  ljelas  lmengenai  lkarakteristik  lutama  ldari  ldata  ltersebut.  
L 

 
 

C. PEMBAHASAN 
a. Aspek lKelembagaan lDalam lSistem lKetatanegaraan lIndonesia 

Lepas ldari lkekurangan ldan lkelebihannya, lUUD l1945 ldalam lkurun lwaktu lyang 
lcukup lpanjang ltelah lberhasil lmengikat ldan lmenyatukan lrakyat lIndonesia ldalam 
lkebhinekaan ldan lkemajemukannya ldengan lmenumbuhkan lperasaan lkebangsaan lyang 

 
13 lEnda lPujiastuti, l“Penerapan lKonsep lTrias lPolitica lDalam lSistem lPemerintahan lRepublik lIndonesia”, lJurnal 
lDinamika lSosial lBudaya, lVolume l18, lNomor l2, lDesember l2016, lhlm l332 
14 lAbu lDaud lBusroh, l2010, l“Ilmu lNegara”, lJakarta, lBumi lAksara, lhlm. l85. 
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lmendalam.15 lSecara lumum, lNegara ldan lKonstitusi ladalah ldua lentitas lyang lsaling lterkait 
lyang ltidak ldapat ldipisahkan. lBahkan, ldalam lera lmodern lini, lterutama ldalam lkonteks 
lide ldemokrasi, ldapat ldiungkapkan lbahwa ltanpa lkeberadaan lkonstitusi, lpembentukan 
lNegara lmenjadi lmustahil. lKonstitusi ladalah llandasan lhukum lutama lsuatu lnegara ldan 
lprinsip-prinsip ldasar lyang lmengatur ltata lcara lpemerintahan lberdasarkan lhukum ltertinggi 
ltersebut lmemainkan lperan lsentral ldalam lpenyelenggaraan lkehidupan lberbangsa ldan 
lbernegara 

Sistem lpemerintahan lIndonesia ljuga ldidasarkan lpada lprinsip lkonstitusi, ldan lini 
lsecara ljelas ldijelaskan ldalam lPasal l1 layat l(3) lUndang-Undang lDasar lNegara lRepublik 
lIndonesia lTahun l1945 lyang lmenyatakan lbahwa l"Negara lIndonesia ladalah lnegara 
lhukum".Pemahaman lini lmengukuhkan lposisi lhukum lsebagai lfondasi lutama ldalam 
lpengaturan lnegara, lyang lsering ldisebut lsebagai lsupremasi lhukum. Namun, lsebagai lkarya 
lmanusia, lUUD l1945 lkendatipun lsudah ldisebut lsebagai lkarya lagung ltidak ldapat 
lterhindar ldari lketerbatasan-keterbatasan, lkarena ltidak lada lsatu lsistem lketatanegaraan 
lyang lterangkum ldalam lkonstitusi lsudah lsempurna lsejak ldilahirkan. lKonstitusi ladalah 
lproduk lzamannya, ldan ldalam lkurun lwaktu lperkembangannya, lmungkin lsaja lterasa 
lsesuatu lyang lperlu ldiubah latau ldiamandemen 

Membicarakan lsistem lketatanegaraan lyang lterdapat ldalam lkonstitusi, lpada ldasarnya 
ltengah lmembicarakan llembaga-lembaga lnegara lyang ldiatur ldi ldalamnya, lyang laturan-
aturannya lmemungkinkan llembaga-lembaga lnegara ltersebut lbekerja ldalam lpraktik 
lpenyelenggaraan lnegara. lMateri lkonstitusi ltentang lwewenang ldan lcara lbekerjanya 
llembaga-lembaga lnegara ldisebut lsistem lpemerintahan lnegara. lMenurut lsejarah, 
lpembagian lkekuasaan lnegara litu lbermula ldari lgagasan ltentang lpemisahan lkekuasaan 
lnegara lke ldalam lberbagai lorgan lagar ltidak lterpusat ldi ltangan lseorang lmonarki l(raja 
labsolut). lGagasan litu lantara llain ldisampaikan loleh lJohn lLock. 

Melalui lbukunya lTwo lTreaties lof lGovernment, lLock lmengusulkan lagar lkekuasaan 
ldi ldalam lnegara litu ldibagi-bagi lkepada lorgan-organ lnegara lyang lberbeda. lDan lagar 
lpemerintah ltidak lsewenang-wenang lharus lada lpembedaan lpemegang lkekuasaan-
kekuasaan ldalam lnegara lke ldalam ltiga lmacam lkekuasaan, lyaitu lkekuasaan llegislatif 
l(membuat lundang-undang), lkekuasaan leksekutif l(melaksanakan lundang-undang), 
lkekuasaan lfederatif l(melakukan lhubungan ldiplomatik ldengan lnegara-negara llain).16 

Montesquieu, ldalam lL’esprit ldes lLois, lmenawarkan lalternatif lyang lagak lberbeda 
ldengan lkonsep lyang lditawarkan lJohn lLock. lMenurutnya, luntuk ltegaknya lnegara 
ldemokrasi lperlu ldiadakan lpemisahan lkekuasaan lnegara lke ldalam lorgan-organ llegislatif, 
leksekutif ldan lyudikatif. lKekuasaan llegislatif ladalah lkekuasaan lmembuat lundang-undang, 
leksekutif lmelaksanakan lundang-undang, lsedangkan lkekuasaan lyudikatif lmengadili ljika 
lterjadi lpelanggaran latas lundang-undang ltersebut.17 

Jika ldibandingkan,terlihat lperbedaan lkonsep lLocke ldan lQuieu. lMenurut lLocke, 
lkekuasaan leksekutif lmerupakan lkekuasaan lyang lmencakup lkekuasaan lyudikatif lkarena 
lmengadili litu lberarti lmelaksanakan lundang-undang, lsedangkan lkekuasaan lfederatif 
l(hubungan lluar lnegeri) lmerupakan lkekuasaan lyang lberdiri lsendiri. lMenurut 
lMontesquieu, lkekuasaan leksekutif lmencakup lkekuasaan lfederatif lkarena lmelakukan 
lhubungan lluar lnegeri litu ltermasuk lkekuasaan leksekutif, lsedangkan lkekuasaan lyudikatif 
lharus lmerupakan lkekuasaan lyang lberdiri lsendiri ldan lterpisah ldari leksekutif. 

Pada lkenyataannya, lsejarah lmenunjukkan lbahwa lcara lpembagian lkekuasaan lyang 
ldilakukan lMontesquieu lyang llebih lditerima. lKekuasaan lfederatif ldi lberbagai lnegara 
lsekarang lini ldilakukan loleh leksekutif lmelalui lKementerian lLuar lNegeri lmasing-masing. 
lPembagian lkekuasaan lke ldalam ltiga lpusat lkekuasaan lini, loleh lEmmanuel lKant ldisebut 

 
15 lDahlan lThaib, l“Implikasi ldan lPerspektif lAmandemen lUUD l1945 lterhadap lKonstelasi lKetatanegaraan”, lMakalah 
ldisampaikandalam lDiskusi lTerbatas lAmandemen lUUD l1945, lPemprov lDIY, l8 lAgustus l2009, lp. l1. 
16 lDisarikan ldari lMahfud lMD, lDasar ldan lStruktur,p. l82. 
17 lIbid., lp. l82 ldan lJimly lAsshiddiqie, lPerkembangan ldan lKonsolidasi lLembaga lNegara lPasca lReformasi(Jakarta: lSinar 
lGrafika, l2010), lp.29. 
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lTrias lPolitika, latau ltiga lpusat lkekuasaan lnegara. Mengacu lpada lkonsep ltrias lpolitika 
lsemisalnya lajaran lMontesquieu lpembagian lkekuasaan lnegara ldibedakan lmenjadi 
lkekuasaaan llegislatif, lkekuasaan leksekutif ldan lkekuasaan lyudikatif18. lEsensinya ladalah 
lmencegah lterjadinya lpenyalahgunaan lkekuasan loleh lpenguasa latas ldasar lkekuasan, 
ldengan lharapan lhak-hak lasasi lwarga lnegara llebih lterjamin. 

  l 
Trias lpolitika ldalam lsistem lkekuasaan lpemerintahan lmenjadi lbahan lrujukan ldan 

lpilihan lbagi lnegara-negara lyang lhendak lmembentuk lpemerintahannya lsesuaikondisi ldan 
lkultur ldi lnegara lmasing-masing. lTriaspolitika lpemerintahan lnegara lterdiri ldari ltiga 
lmacam lkekuasaan lyang ldikenal ldengan lkekuasaan llegislatif latau lkekuasaan lmembuat 
lundang-undang, lkekuasaan leksekutif latau lkekuasaan lmelaksanakan lundang-undang ldan 
lkekuasaan lyudikatif latau lkekuasan luntuk lmengadili latas lpelanggaran lundang-undang.19 
Trias lpolitika ladalah lsuatu lprinsip lnormatif lbahwa lkekuasaan-kekuasaan lini lsebaiknya 
ltidak ldiserahkan lkepada lorang lyang lsama luntuk lmencegah lpenyalahgunaan lkekuasaan 
loleh pihak lyang lberkuasa. 

Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalamsistem suatu ketatanegaraan, 
dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia malaikat, tetapi manusia 
mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya dengan 
mengabaikalhak-hak rakyat.Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara 
seimbang (check and balance).  

Operasionalisasi dari teori check and balanceenurut fuadi, dapat dilakukan melalui l: l20 
1) Pemberian lkewenangan lterhadap lsuatu ltindakan lkepada llebih ldari lsatu lcabang 

lpemerintahan. l 
2) Pemberian lkewenangan lpengangkatan lpejabat ltertentu lkepad llebih ldari lsatu lcabang 

lpemerintahan. 
3) Upaya lhukum ldari lcabang lpemerintahan lyang lsatu lterhadap lcabang lyang llainnya. l 
4) Pengawasan llangsung ldari lsatu lcabang lpemerintahan lterhadap lcabang lpemerintahan 

llainnya. 
5) Pemberian lkewenangan lkepada lpengadilan lsebagai lpemutus lkata lakhir lbila lada 

lkonflik lkewenangan lantara leksekutif ldan llegislatif. l 
Uraian ldi latas lmemperlihatkan lbahwa lMontesquieu lmenaruh lperhatian lyang lsangat 

lbesar lterhadap lkemedekaan lkekuasaan lyudikatif. lArgumentasi lyang ldikemukakan 
lpemikiran lini ladalah lbahwa lkekuasaan lyudikatif lyang lmerdeka, lsecara lmaksimal ldapat 
lmelindungi lhak-hak lwarga lnegara ldari lkekuasaan lyang ldespotis.21 lMenurut lC.F. lStrong, 
lkekuasaan llegislatif, leksekutif ldan lyudikatif linilah lyang lsecara lteknis ldisebut ldengan 
listilah lGovernment l(Pemerintah) lyang lmerupakan lalat-alat lperlengkapan lnegara. 

lSalah lsatu lsifat lstate lauxiliary lorgan lyaitu lindependen latau lbiasa ldisebut ldengan 
llembaga lnegara lindependen. lIdealnya llembaga lnegara lindependen lini lterpisah ldari 
lkekuasaan leksekutif, llegislatif latau lpun lyudikatif. lKarena lpada ldasarnya lindependen 
ltersebut ldiartikan lsebagai lkebebasan, lkemandirian, lkemerdekaan ldanotonom, lserta ltidak 
ldalam ldominasi lpersonal latau lpun linstitusional. lSecara lgaris lbesar, lkarakteristik ldari 
llembaga lnegara lindependen ltersebut ladalah lsebagai lberikut: 

1. Independensi ldalam lmenjalankan ltugas ldan lfungsinya 
2. Idependen lbermakna lterbebas ldari lpengaruh, lkontrol latau lpun lcabang lkekuasaan 

leksekutif 
2. Mekanisme lpengangkatan ldan lpemberhentian ldiatur lsecara lkhusus, ltidak latas 

lkehendak lpresiden 
3. Pimpinan llembaga lindependen lbukan lberasal ldari langgota lpartai lpolitik ltertentu 

 
18 lJimly lAsshiddiqie, lPengantar lIlmu lHukum lTata lNegara, lSekretariat lJendral ldan lKepaniteraan lMahkamah lKonstitusi 
lRI, lJakarta,2006. lhlm l34 
19 lDahlan lThaib. lDPR lDalam lSistem lKetatanegaraan lIndonesia. lYogyakarta: lLiberty. l2002. lhlm l30 
20 libid 
21 lIbid l 
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4. Periode ljabatn lkepemimpinan llembaga lnegara lindependen lbersifat ldefinitif lyakni 
lketika lmasa ljabatan lselesai lsecara lbersamaan ldan luntuk lperiode lselanjutnya 
ldiangkat lkembali lmaksimal l1 lperiode. 

5. Tujuan ldari llembaga lnegara lindependenini lsebagai lpenyeimbang lperwakilan ldengan 
lsifat lnon lpartisan. 
Sementara litu, lmenurut lThatcher lindikator lsebuah llembaga ldikatakan lindependen 

lberdasarkan lkonsep lIndependent lRegulatory lAgencies(IRAs) ladalah lsebagai lberikut:22 
1. Party lPoliticisation lof lappoinments,yaitu lsejauh lmana lterjadi lpolitisasi ldalam 

lpenentuan lpimpinan lIRAs 
2. Departures l(dismissal land lresignation),yakni lmerupakan lpemberhentian langgota 

lIRAs lsebelum lberakhirnya lmasa ljabatan 
3. The lTenure lof lIRAs lmembers,semakin llama lmasa ljabatannya, lmaka lsemakin lbesar 

lindependensinya lterhadap lpejabat-pejabat lterpilih. l 
4. The lfinancial land lStaffing lresources lof lIRAs,yakni lindependensi ldalam lhal 

lkeuangan ldan lmanajemen lsumber ldaya. l 
5. The luse lof lpower lto loverturn lthe ldecisions lof lIRAs lby lelected lpoliticiansyang 

ldiartikan lsebagai lpenggunaan lkekuasaan luntuk lmenganulir lkeputusan latau 
lkebijakan lyang ldikeluarkan lIRAs 

B. Mekanisme Pembentukan, lPengaturan, ldan lKewenangan lLembaga-Lembaga lDalam 
lSistem lKetatanegaraan. 

1. Pembentukan lLembaga ldalam lKetatanegaraam ldi lIndonesia 
Pada l1978 llahirlah lKetetapan lMPR lNo. lII/1978 ltentang lPedoman lPenghayatan ldan 

lPengamalan lPancasila l(P-4), latau lEkaprasetya lPancakarsa. lSaat litu lP-4 ldiharapkan ljadi 
lsarana lmewujudkan lkesatuan lbangsa, lpandangan,dan lkesatuan lgerak lbagi lbangsa 
lIndonesia ldalam lmenghayati ldan lmengamalkan lPancasila ldalam lkehidupan lsehari-
hari.Melalui lKeppres lNo. l10/1979, ldibentuk lpula lbadan lkhusus lyang lbertugas 
lmelaksanakan lkonsep lP-4, lyaitu lBadan lPembinaan lPendidikanPelaksanaan lPedoman 
lPenghayatan ldan lPengamalan lPancasila l(BP-7). lBadanini lselain ldibentuk ldi ltingkat lpusat, 
lada lpula ldi ldaerah ltingkat lI ldan lII(provinsi ldan lkabupaten/kota). lTAP lMPR ltersebut 
lmemuat l36 lbutir lPancasila, ldan ldikembangkan lmenjadi l45 lbutir loleh lBP-7. lBeragam 
lkegiatan lpun ldilakukan lagar lproses lpenghayatan ldan lpengamalannya lmenimbulkan 
lkeyakinan lakan lkeampuhan lPancasila lsebagai lpandangan lhidup lbangsa. lLembaga lnegara 
lyang lada ldi lIndonesia lada lbeberapa, lyakni llembaga llegislatif, llembaga leksekutif, ldan 
llembaga lyudikatif. lNamun, lkeberadaan llembaga lnegara ldalam lsuatu lnegara ltidak lhanya 
ldibatasi lpada ltiga llembaga ltersebut. lKeberadaan llembaga lnegara ldi lIndonesia ldiatur 
lsepenuhnya loleh lUndang-Undang lDasar l1945 ldan lperaturan lperundangan llainnya. 
lSehingga, lkedudukan lsetiap llembaga lnegara ldi lIndonesia lbergantung lpada lwewenang, 
ltugas, ldan lfungsi lyang ltelah ldiberikan loleh lUndang-Undang lDasar l1945. 

Adapun, lpembentukan lpembentukan lmencakup l: 
1. Perencanaan, l 
2. Penyusunan, l 
3. Pembahasan, l 
4. Pengesahan/penetapan, ldan lpengundangan 

Dengan ldemikian ldapat ldipahami lbahwa llembaga lapa lsaja lyang ldibentuk loleh 
lNegara ldan lbukan lmerupakan llembaga latau lorganisasi lmasyarakat ldapat lkita lsebut 
lsebgai llembaga lNegara. lDan llembaga ltersebut lmerupakan limplementasi lpengaruh 
lgagasan lMontesqieu latau ldalam lranah lkekuasaan llegislatif, leksekutif ldan lyudikatif. 
lSehingga lkonsep llembaga lNegara ltersebut lselalu ldikatkan ldengan ltiga lcabang lkekuasaan 
ltersebut. 

Adapun llembaga-lembaga lyang lada ldi lIndonesia ladalah l: 
1. Majelis lpermusyawaraan lrakyat l(MPR)\ 

 
22 lMark lThatcher, l“Regulation lafter lDelegation: lIndependent lRegulatory lAgencies lin lEurope,” lJournal lof lEuropean 
lPublic lPolicy9, lno. l6 l(Januari l2002): l959 
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2. Dewan lPerwakilan lRakyat l(DPR) 
3. Dewan lPerwakilan lDaerah 
4. Mahkamah lAgung; l 

Beberapa llembaga ldi lIndonesia ljuga lmemiliki lindependensi l(berdiri lsendiri) lsalah 
lsatunya ladalah llembaga lkejaksaan, lSebagai lkomponen ldari lsistem lperadilan lpidana, 
lkejaksaan ldituntut luntuk lselalu lmenjaga lindependensinya ldari lcampur ltangan lpihak 
lmanapun ltermasuk leksekutif. lNamun lnampaknya lkejaksaan lakan lsulit luntuk lterbebas 
ldari lcampur ltangan leksekutif lkarena lsecara lstruktural, lkejaksaan lberada ldi lbawah 
lkekuasaan leksekutif. lBagaimana lpun ljuga, lJaksa lAgung lsebagai lpemimpin llembaga 
lkejaksaan lsecara lstruktural lharus ltunduk lkepada latasannya, lyaitu lPresiden lsebagai 
lpemegang ltertinggi lBerlarut-larutnya lpenunjukan lJaksa lAgung loleh lPresiden lJoko 
lWidodo lbeberapa lwaktu lyang llalu lmenimbulkan lkecurigaan ladanya lkepentingan lpolitik 
lyang lmengintervensi. lAkhirnya lkecurigaan lpublik lsemakin lkuat lkarena lPresiden 
lmenunjuk lJaksa lAgung lyang lberasal ldari lpolitisi lpartai lpendukungnya. lBanyak lkritik 
ldari lberbagai lpihak latas lpenunjukan lJaksa lAgung ldari lkalangan lpolitisi lkarena 
ldikhawatirkan ltidak ldapat lmenjalankan lfungsinya lsecara lindependen. lKasus ltersebut 
lmengindikasikan ladanya lproblem lindependensi lkejaksaan. 

Menurut lArtidjo lAlkostar, lindependensi lmengandung ldua lmakna, lyaitu 
lindependensi linstitusional/ lkelembagaan ldan lindependensi lfungsional. lIndependensi 
linstitusional/kelembagaan ladalah llembaga lyang lmandiri ldan lharus lbebas ldari lintervensi 
loleh lpihak llain ldi lluar lsistem. lSedangkan lkemandirian lfungsional, lyaitu lkemandirian 
ldalam lmenjalankan ltugas ldan lfungsinya. 

Lembaga lkejaksaan ldipimpin loleh lJaksa lAgung lyang ldiangkat ldan ldiberhentikan 
loleh lPresiden. lUndang-Undang lKejaksaan lmenyebutkan lJaksa lAgung lsebagai lpimpinan 
ldan lpenanggung ljawab ltertinggi lkejaksaan lyang lmemimpin, lmengendalikan lpelaksanaan 
ltugas ldan lwewenang lkejaksaan. lDalam lmenjalankan ltugas ldan lwewenangnya, lJaksa 
lAgung ldibantu loleh lseorang lWakil lJaksa lAgung lyang lmenjadi lsatu lkesatuan lsebagai 
lunsur lpimpinan. lSelain litu, lpimpinan ljuga ldibantu loleh lJaksa lAgung lMuda. lSedangkan 
ltugas ldan lkewenangan lkejaksaan ldiatur ldalam lPasal l30 lUndang-Undang lKejaksaan lyang 
lmeliputi l: 

1. lDi lbidang lpidana, lkejaksaan lmempunyai ltugas ldan lwewenang: 
a. melakukan lpenuntutan; 
b. melaksanakan lpenetapan lhakim ldan lputusan lpengadilan lyang ltelah lmemperoleh 

lkekuatan lhukum ltetap; 
c. melakukan lpengawasan lterhadap lpelaksanaan lputusan lpidana lbersyarat, lputusan 

lpidana lpengawasan, ldan lkeputusan llepas lbersyarat; l 
d. melakukan lpenyidikan lterhadap ltindak lpidana ltertentu lberdasarkan lundang-

undang; 
e. melengkapi lberkas lperkara ltertentu ldan luntuk litu ldapat lmelakukan lpemeriksaan 

ltambahan lsebelum ldilimpahkan lke lpengadilan lyang ldalam lpelaksanaannya 
ldikoordinasikan ldengan lpenyidik. 

2. lDi lbidang lperdata ldan ltata lusaha lnegara, lkejaksaan ldengan lkuasa lkhusus ldapat 
lbertindak lbaik ldi ldalam lmaupun ldi lluar lpengadilan luntuk ldan latas lnama lnegara 
latau lpemerintah. 

3. lDalam lbidang lketertiban ldan lketenteraman lumum, lkejaksaan lturut 
lmenyelenggarakan lkegiatan: 
a. Peningkatan lkesadaran lhokum lmasyarakat; 
b. Pengamanan lkebijakan lpenegakan lhukum; 
c. Pengawasan lperedaran lbarangcetakan; 
d. Pengawasan laliran lkepercayaan lyang ldapat lmembahayakan lmasyarakat ldan 

lnegara; 
e. Pencegahan lpenyalahgunaan ldan/atau lpenodaan lagama; 
f. Penelitian ldan lpengembangan lhukum lserta lstatistik lkriminal. 
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Secara lteoritis lsudah lsejak llama lpara lpakar lhukum lmengkhawatirkan ladanya 
lcampur ltangan lkekuatan lpolitik lterhadap lpenegakan lhukum l(law lenforcement). lMereka 
lmeyakini lbenar lbahwa lketika lhukum ldihadapkan lpada lkekuatan lpolitik, lmaka lhukum 
lakan llebih lbanyak lkalahnya. lMasalah lini lbanyak lterjadi ldi lIndonesia, lsehingga lseringkali 
lpenegakan lhukum ltidak lberdaya ljika ldihadapkan ldengan lelit lpolitik, lpejabat latau 
lsesama lpenegak lhukum lsendiri. lPadahal ljika lpejabat latau lpenegak lhukum lsendiri lyang 
lmelanggar lhukum, lmaka lseharusnya lhukumannya llebih lberat. lDengan lmelihat lkondisi 
lyang ldemikian, lkemudian lmuncul lgagasan lari lberbagai lpihak luntuk lmemasukkan 
linstitusi lkejaksaan ldi lbawah lkekuasaan lkehakiman lagar lbisa lindependen  

lDi lluar lpasal lini ldalam lUndang-undang lDasar l1945 lsebelum lamandemen, lbahkan 
lsetelah lamandemen, ltidak lada lketerangan llain lmengenai laturan leksplisit ltentang 
lpembagian lkekuasaan leksekutif, llegislatif, ldan lyudikatif lselain lpengaturan llangsung lpada 
lpasal ldemi lpasalnya luntuk lsetiap llembaga ltersebut. lAkibatnya ltatkala lpengaturan 
lKekuasaan lKehakiman lpasalnya lbersifat lluwes latau ldengan listilah lsebagai l“pasal lkaret” 
lmaka lpasaL lyang ldemikian lsangat lpotensial lmenimbulkan lmultifasir. lDitinjau ldari lproses 
ldan lpenafsiran lpasal lkonstitusi lyang lmenjadi ldasar lpada lsaat lpenyusunan lUndang-
undang lKejaksaan lmemang ltidak lada lyang lbias ldisalahkan. lHanya lsaja, lketika lUndang-
undang ltersebut ldibaca, lbarulah lterasa lada lsesuatu lyang ljanggal ldari lsisi lindependensi 
lKejaksaan lyang lberada ldi lbawah leksekutif l(Presiden) lsementara ltugas ldan lfungsinya 
lbersifat lyudikatif. 

Sebetulnya ltitik lpermasalahannya lberakar ldari lperaturan lperundangundangan, lyaitu 
lUndang- lundang lNomor l16 lTahun l2004 ltentang lKejaksaan lRepublik lIndonesia lyang 
lmemasukkan lfungsi lsebagai l“Pengacara lNegara” lke ldalam lKejaksaan, lwalaupun ltidak 
lmengistilahkan ldengan l“Pengacara lNegara”. 
 
b. PENUTUP  

1. Kesimpulan 
Berdasarkan  lhasil  lpembahasan  lyang  ltelah  ldiuraikan  lmaka  ldapat  ldiambil  

lkesimpulan  lsebagai  lbrikut: 
1. Sebelum lperubahan lUUD l1945 ldikenal lbeberapa listilah lyang ldipergunakan luntuk 

lmengidentifikasi llembaga latau lorgan-organ lpenyelenggara lnegara. lKonstitusi lRIS 
l1949, lmisalnya, lmenyebutnya ldengan listilah “alat-alat lperlengkapan lfederal”. 
lpresiden,menteri-menteri, lSenat, lDewan lPerwakilan lRakyat, lMahkamah lAgung 
lIndonesia ldan lDewan lpengawasan lKeuangan. lAdapun lUUDS l1950 lmenyebutkan 
ldengan l“alat lperlengkapan lnegara”. lPasal l44 lUUd l1950 lmenyatakan lalat-alat 
lperlengkapan lnegara lterdiri ldari lPresiden ldan lwakil lPresiden, lmenteri-menteri, 
lDewan lPerwakilan lRakyat, lMahkamah lAgung, ldan lDewan lPengawas lKeuangan. 
lAmandemen lUUD l1945 lberdampak ljuga lpada lperubahan lkedudukan llembaga-
lembaga lnegara, lada llembaga lbaru lyang lbertambah, llembaga lyang ldihapuskan 
lserta llembaga lnegara lyang lbergeser lkedudukannya. lSalah lsatu llembaga lnegara 
lyang lkedudukannya lbergeser ladalah lMPR. lMPR lyang lsebelumnya lmerupakan 
llembaga ltertinggi lnegara lyang lmembawahi llembaga ltinggi lkini ltelah lsejajar 
ldengan llembaga lkonstitusional llainnya.  l 

2. llembaga-lembaga lnegara lindependen ltersebut ljuga lmenjadikan lbeban lkeuangan 
lnegara. lSelain litu, lmunculnya llembaga lnegara lyang lbegitu lbanyak ljuga 
lmengindikasikan lbahwa llatahnya lpemerintah ldalam lmengelola ltransmisi 
ldemokrasi. lSehingga lsetiap lada lperaturan lperundang-undangan lbaru lyang 
lmengatur lkhalayak lumum lmaka lselalu ldiiringi lpula loleh ladanya llembaga lbaru. 
lPembentukan llembaga- llembaga lnegara lindependen lini lcenderung lbersifat 
lreaksioner lsehingga lkedudukan ldan lmarwahnya lterkadang ltidak ljelas ldalam 
lketatanegaraan ldi lIndonesia. lKemudian, llembaga- llembaga lindependen ldi 
lIndonesia ljuga lcenderung lmengalami lintervensi, lresistensi, latau lperlawanan 
lterhadap lkebijakanya. l lPasca lamandemen lUUD l1945 lmunculnya llembaga lnegara 
lsangat lpesat, lbanyaknya llembaga lnegara lindependen ltersebut lberakibat lpada 
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ltumpang ltindih lsehingga lhubungan lantar llembaga lnegara lserta lkonflik lyang ltidak 
ldapat ldihindarkan. lsehingga lperlu ladanya lsolusi lagar lkewenangan llembaga 
lnegara lindependen ltersebut ldapat lberjalan lefektif ldan lefisien. 

2. Saran  
1. Perlunya ldasar lhukum ldan lstruktur lorganisasi lkejaksaan ldalam lUndang-Undang 

lKejaksaan lmaupun lperaturan lperundangan llain lyang lmengatur lkejaksaan luntuk 
ldiperbaharui lsesuai ldengan lkebutuhan ldan lperkembangan lhukum ldan lmasyarakat 
lsaat lini lyang lmenghendaki lagar lkejaksaan lbersifat lmandiri ldan lindependen. 

2. Secara lkonstitusional lperlu lpula ldilakukan lamandemen lUUD l1945 lmengenai 
lkewenangan lJaksa lAgung lagar lberada ldibawah lMahkamah lAgung latau lkekuasaan 
lkehakiman latau lberdiri lsendiri lterlepas ldari lkekuasaan leksekutif. lPun ldemikiann 
lkepada llembaga lpenegak lhukum llainya lagar ldapat lterbebabs ldari lintervensi 
lpolitik lpraktis. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
1. Buku  
 lAbu lDaud lBusroh, l2010, l“Ilmu lNegara”, lJakarta, lBumi lAksara 
Adnan Buyung Nasution, 2007, Arus Pemikiran Konstitutionalisme Hak Asasi Manusia dan 

Demokrasi, Kata Penerbit, Jakarta. 
Dahlan Thaib. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2002. 
lDahlan lThaib, l“Implikasi ldan lPerspektif lAmandemen lUUD l1945 lterhadap lKonstelasi 

lKetatanegaraan” lPemprov lDIY, l8 lAgustus l2009 
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,2006 
                             , 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 

Jakarta, Penerbit Konstitusi Press. 
Mark Thatcher, “Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe,” Journal of 

European Public Policy9, no. 6 (Januari 2002) 
Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara(Bandung: Refika Aditama, 2020) 
 
2. Jurnal /Tesis /Skripsi 
Alamsyah Bunyamin dan UU Nurul Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara 

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 1 (2013) 
Deborah N. Pearlstein, “Form And Function In The National Security Constitution”, Connecticut 

Law Review, Vol. 41, No. 5, Juli 2009. 
lEnda lPujiastuti, l“Penerapan lKonsep lTrias lPolitica lDalam lSistem lPemerintahan lRepublik 

lIndonesia”, lJurnal lDinamika lSosial lBudaya, lVolume l18, lNomor l2, lDesember l2016. 
Haeruman Jayadi, Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 2, Desember 2022. 
Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih,“Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem 

Ketatanegaraan di Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan1, no. 2 (2020). 
Sri Soemantri M., Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 

1983. 
 
Website 
https://www.merdeka.com/uang/sejak-2014-presiden-jokowi-telah-bubarkan-37-lembaga-
negara.html 
https://news.detik.com/berita/d-5274940/kian-panjang-ini-daftar-lembaga-yang-dibubarkan-

jokowi/2 
Perundang-undangan 
Dahlan Thaib, “Implikasi dan Perspektif Amandemen UUD 1945 terhadap Konstelasi 

Ketatanegaraan”, Makalah disampaikandalam Diskusi Terbatas Amandemen UUD 1945, 
Pemprov DIY, 8 Agustus 2009. 


